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ABSTRAK
Hukum perjanjian jual beli hak milik atas tanah secara umum mengacu pada Buku Ketiga KUHPerdata yang mengatur tentang perikatan. Dalam pembatalan perjanjian jual beli tanah menurut hukum perdata, ada beberapa alasan atau pertimbangan, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk jenis perjanjian formil yang mengakibatkan batal demi hukum, tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang juga mengakibatkan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat, pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar action pauliana, dan pembatalan oleh pihak yang diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu metode penelitian Empiris. Adapun permasalahan penelitian sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) akibat wanprestasi oleh para pihak berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata, dan bagaimana faktor penghambat dalam pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) akibat wanprestasi oleh para pihak berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata.
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan proses atau pelaksanaan dan faktor penghambat sehingga dapat disimpulkan adalah berdasarkan dua kategori yaitu pembatalan karena cacat administrasi dan pembatalan akibat wanprestasi, cacat administrasi ialah adanya kekurangan atau karena tidak melalui prosedur adapun mekanismenya dapat dilakukan dengan cara yaitu dilakukan karena permohonan. Sedangkan pembatalan akibat wanprestasi yaitu syarat batal dianggap selalu mencatumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Faktor yang menghambatnya ialah adanya bukti wanprestasi,  adanya risiko litigasi, berkas tidak lengkap, akta PPJB atau salinan hilang, para pihak atau salah satu tidak hadir atau jarak dan waktu, meninggal dunia, keberadaan ahli waris tidak diketahui, dan tidak adanya biaya administrasi.
Kata Kunci : Pembatalan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

ABSTRACT
The law on land ownership sale and purchase agreements generally refers to the Third Book of the Civil Code which regulates agreements. In canceling a land sale and purchase agreement according to civil law, there are several reasons or considerations, namely failure to fulfill the requirements stipulated by law for this type of formal agreement which results in it being null and void, failure to fulfill the conditions for the validity of the agreement which also results in it being null and void or can be cancelled. , the fulfillment of the conditions for cancellation in the type of conditional agreement, cancellation by a third party on the basis of an action pauliana, and cancellation by a party who is given special authority based on law.
The research method used in writing is the Empirical research method. The research problems are as follows: how is the cancellation of the Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) due to default by the parties based on Article 1266 of the Civil Code, and what are the inhibiting factors in the cancellation of the Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) due to default by the parties based on Article 1266 of the Civil Code .
Based on the research results, discussion of the process or implementation and inhibiting factors, it can be concluded that it is based on two categories, namely cancellation due to administrative defects and cancellation due to default. Administrative defects are deficiencies or because procedures are not followed. The mechanism can be carried out in a way that is carried out because of a request. Meanwhile, cancellation due to default, namely the condition of cancellation, is considered to always be included in a reciprocal agreement, if one of the parties does not fulfill its obligations. Factors that hinder this are evidence of default, the risk of litigation, incomplete files, the PPJB deed or copy is lost, the parties or one of them is not present or the distance and time, death, the whereabouts of the heirs are unknown, and the absence of administration costs.
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LATAR BELAKANG

Di era modern ini, masyarakat tidak lagi membuat perjanjian hukum berdasarkan kepercayaan semata seperti di masa lalu. Sekarang, mereka cenderung memastikan keabsahan perjanjian dengan memenuhi persyaratan formal sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Notaris memiliki tugas dan wewenang untuk membuat akta autentik, sehingga perannya sangat penting dalam perbuatan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.
Menurut R. Tresna, akta autentik adalah dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang mencatat pernyataan pihak yang memerintahkan pembuatan akta tersebut. Pejabat umum yang dimaksud di sini adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, seperti notaris. Berbagai syarat ditetapkan untuk memastikan bahwa isi akta tersebut sesuai dengan apa yang dilihat atau didengar oleh pejabat umum tersebut. Oleh karena itu, isi akta autentik dianggap benar dan tidak dapat disangkal, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa apa yang dicatat oleh pejabat umum tersebut tidak benar.[footnoteRef:1] [1:  Cut Datin Imanal Putri, Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Sebagai Dasar Dilakukannya Peralihan Hak Atas Tanah, 20 Agustus 2019, Https://siplawfirm.id/5495/?lang=id, Diakses pada tanggal 3 Maret 2024. Jam 23.24 wib.] 

Secara garis besar, beberapa tahapan proses jual beli di hadapan Notaris – PPAT meliputi pembayaran pajak penjual dan pembeli, cek fisik asli sertifikat tanah, penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), validasi, dan lain-lain. Namun, proses pembuatan AJB tersebut bisa terkendala oleh berbagai hal, misalnya salah satu pihak tidak dapat hadir pada waktu tertentu, status objek jual beli masih dijaminkan atau digunakan di bank, atau objek jual beli masih dalam proses pemecahan sertifikat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Notaris-PPAT memberikan solusi dengan membuat perjanjian yang mengikat antara pembeli dan penjual, yang dikenal sebagai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Setelah syarat-syarat di atas terpenuhi, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Jika salah satu pihak melanggar syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat dibatalkan. Pembatalan yang dimaksud di atas adalah pernyataan pembatalan suatu perbuatan hukum atau perbuatan hukum yang didasarkan atas tuntutan pihak-pihak yang dibenarkan oleh undang-undang dalam menuntut pembatalan tersebut. Akta yang menggandung unsur perbuatan melawan hukum dapat di mintakan pembatalan. 
Dalam konteks hukum kontrak Indonesia berdasarkan KUHPerdata, terdapat beberapa pertimbangan untuk memutuskan salah satu sebab batalnya suatu perjanjian, yaitu: tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk suatu perjanjian yang bersifat formil, sehingga mengakibatkan batalnya suatu perjanjian. dan batal, tidak terpenuhinya syarat-syarat hukum perjanjian, yang mengakibatkan batalnya perjanjian itu. demi hukum atau dapat dibatalkan, terpenuhinya syarat-syarat pembatalan yang berupa perjanjian bersyarat, pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar perbuatan Paulina, dan pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan Undang-Undang. 
Ada beberapa penyebab terjadinya pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), salah satunya adalah wanprestasi, yaitu tindakan yang melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Menurut Pasal 1266 KUHPerdata, syarat batal dianggap selalu ada dalam persetujuan yang bersifat timbal balik. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka persetujuan tersebut tidak batal demi hukum. Namun, pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan, meskipun syarat batal karena tidak dipenuhinya kewajiban sudah dinyatakan dalam persetujuan.
Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan terguggat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan. Adanya pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain dapat untuk memilih kemungkinan tuntutan yang terdapat di Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata.
Supaya pembatalan perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan ke pengadilan, dapat dilakukan dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dalam perjanjian timbal balik yang tertuang dalam akta notaris. Dengan cara ini, jika terjadi wanprestasi, pembatalan perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak seperti yang tertuang dalam akta notaris, tanpa harus melalui proses pengadilan. Namun, apabila salah satu pihak merasa dirugikan dan tidak menerima haknya saat terjadi pembatalan perjanjian, pihak tersebut masih dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Meskipun Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata diabaikan dalam perjanjian, hal ini tidak menghilangkan hak seseorang untuk menuntut keadilan melalui pengadilan. [footnoteRef:2]  [2:  Paramita, Adhisti Friska, Makna Ketentuan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Timbal Balik Yang Dituangkan Dalam Akta Notariil. (Magister thesis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang), 2019, hlm. 24.] 

Dari penjelasan latar belakang tersrebut diatas, berikut ini masalah-masalah yang dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana pelaksanaan pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) akibat wanprestasi oleh para pihak berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata? Apa saja faktor penghambat dalam pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) akibat wanprestasi oleh para pihak berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata?

METODE PENELITIAN
Jeinis peineilitian ada dua macam yaitu normatif dan eimpiris. Peineilitian hukum normatif adalah suatu peineilitian keipustakaan yang meinitik beiratkan peirhatian pada data seikundeir.[footnoteRef:3] Peineilitian eimpiris yaitu salah satu jeinis peineilitian hukum yang meinganalis dan meingkaji beikeirjanya hukum di dalam masyarakat.[footnoteRef:4] Jadi dalam peineilitian ini meinggunakan jeinis peineilitian hukum eimpiris.  [3:  Muhammad Tohir, Penelusuran Bahan Hukum, Cv. Aufa Al Azzam, Palembang, 2021, hlm. 10.]  [4:  Mahendra Kusuma & Rosida Diani, Pengantar Penelitian Hukum, Noerfikri Offset, Palembang, 2017, hlm. 18.] 

Jeinis data yang digunakan dalam peineilitian ini ada dua, yaitu Data Primeir ialah beirupa data yang dipeiroleih dari peineilitian lapangan (untuk peineilitian eimpiris).Data Seikundeir adalah seikumpulan informasi yang teilah ada seibeilumnya dan digunakan seibagai peileingkap data, data yang dipeiroleih dari peineilitian keipustakaan yang teirdiri atas bahan hukum primeir, bahan hukum seikundeir dan bahan hukum teisieir atau masukan-masukan seikitar masalah objeik yang dikaji meilalui peineilitian yang beirsumbeir pada liteiraturei, peiraturan peirundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya deingan masalah yang heindak dibahas. Peinulis dalam peineilitian ini meinggunakan 3 (tiga) bahan hukum seibagai beirikut, Bahan Hukum Primeir, Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 teintang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 teintang Peirubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 teintang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang KUHPeirdata, Peiraturan Peirundang-Undangan lainnya yang beirkaitan deingan peineilitian skripsi ini. Bahan Hukum Seikundeir, Bahan hukum seikundeir ini adalah bahan hukum yang mana dapat dipeiroleih dari bahan-bahan yang meinjeilaskan bahan hukum primeir, seipeirti liteiratur, karya ilmiah, catatan-catatan, laporan-laporan, atau bahan-bahan hukum yang ada kaitannya deingan peirmasalahan-peirmasalahan yang akan diteiliti. Bahan Hukum Teirsieir, Bahan hukum teirsieir yang dipeirgunakan dalam peineilitian ini adalah Kamus Beisar Bahasa Indoneisia, Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Inggris yang digunakan untuk meileingkapi bahan hukum Primeir dan bahan hukum Seikundeir.
Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan telah data terkait pembatalan akta perjanjian pegkatan jual beli (PPJB) oleh para pihak berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata.

PEMBAHASAN
Pelaksanaan Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Akibat Wanprestasi Oleh Para Pihak Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata
Seiteilah meimahami keiteintuian-keiteintuian peimbatalan PPJB seibagaimana yang teilah diatuir dalam keiteintuian-keiteintuian ataui dasar huikuim peimbatalan diatas maka proseis ataui teiknis peimbatalan dapat dijeilaskan dan adapuin proseis peimbatalan seicara teiknis haruis dibeidakan meinjadi duia bagian beirdasarkan teiknis peimbatalan akta peirjanjian yaitui Peimbatalan kareina cacat administrasi, Peimbatalan kareina cacat administrasi ialah meiruipakan adanya keikuirangan ataui kareina tidak meilaluii proseiduir. Adapuin Meikanismei peimbatalan hak atas tanah kareina cacat administratif meinuiruit Pasal 105 Peiratuiran Meinteiri Agraria/Keipala Badan Peirtanahan Nasional Nomor 9 Tahuin 1999, dapat dilakuikan deingan cara yaitui dilakuikan kareina peirmohonan. Dalam hal peimbatalan hak atas tanah di dasari atas peirmohonan yang beirkeipeintingan, maka peirmohonan diajuikan keipada Meinteiri Agraria ataui Keipala Kantor Wilayah ataui peijabat yang dituinjuik ataui juiga bisa meilaluii Notaris.
Meinuiruit Heirliein Buidiono meinguiraikan istilah keibatalan teirseibuit tidak ada istilah yang pasti peineirapannya yaitui manakala Uindang-Uindang heindak meinyatakan tidak adanya akibat huikuim, maka dinyatakan deingan istilah yang seideirhana “batal”, teitapi adakalanya meingguinakan istilah  batal dan tak beirhagalah ataui tidak meimpuinyai keikuiatan. Peingguinaan istilah-istilah teirseibuit cuikuip meimbinguingkan kareina adakalanya istilah yang sama heindak diguinakan uintuik peingeirtian yang beirbeida uintuik batal deimi huikuim ataui dapat dibatalkan.[footnoteRef:5] Dalam Pasal 7 Akta Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (APPJB) teilah diteintuikan konseikuieinsi dan keiwajiban dari peimbatalan peirjanjian yang beirasal dari Pihak Keiduia ialah : Pihak keiduia meimbatalkan peingikatan juial beili ini, maka peingikatan juial beili ini deingan seindirinya batal meinuiruit huikuim, Pihak peirtama diwajibkan meingeimbalikan uiang yang teilah diteirimanya dari juimlah uiang yang teilah diteirima oleih pihak peirtama yang haruis dibayar deingan seikeitika dan seikaliguis luinas, Peimbatalan itui haruis disampaikan seicara teirtuillis oleih pihak keiduia keipada pihak peirtama seilambat-lambatnya 30 (tiga puiluih) hari seibeiluim waktui peilaksanaan peimbatalan peirjanjian itui. Ada tiga hal yang diatuir dalam pasal diatas yaitui Proseiduir peimbatalan, Jeinis peimbatalannya dan Konseikuieinsi dari peimbatalan APPJB.[footnoteRef:6] [5:  Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotaruatan, Citra Bakti, Bandung, 2007, hlm. 354.]  [6:  Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua), Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 291. ] 

Proseiduir uintuik meilakuikan peimbatalan yang dilakuikan oleih pihak keiduia yaitui haruis meinyampaikan seicara teirtuilis keipada pihak peirtama seilambat-lambatnya 30 (tiga puiluih) hari seibeiluim waktui peilaksanaan peimbatalan peirjanjian. Jeinis peimbatalan akta peingikatan juial beilil ini adalah batal deimi huikuim, artinya bahwa peirjanjian itui dari seimuila dianggap tidak ada. Konseikuieinsi dari peimbatalan itui ialah pihak peirtama meingeimbalikan uiang yang teilah diteirima dari dari pihak keiduia. Peiratuiran peiruindang-uindangan teilah meineintuikan ada beibeirapa tindakkan huikuim ataui peirjanjian yang wajib dibuiat oleih ataui dihadapan peijabat teirteintui (Notaris) seicara formal wajib meingikuiti beintuik teirteintui, peirjanjian teirseibuit meimpuinyai keikuiatan peimbuiktian yang seimpuirna. Jika peirjanjian teirseibuit tidak dibuiat seipeirti itui, peirjanjian dianggap batal.[footnoteRef:7] [7:  Herlien Budiono, Op.cit, hlm. 366.] 

Meingeinai keibatalan dan peimbatalan peirikatan-peirikatan diatuir dalam Buikui III bagian keideilapan, dan Bab IV (Pasal 1446 - Pasal 1456 KUiHPeirdata). Dalam Pasal 1446-1456 KUiHPeirdata meinyatakan bahawa Peirikatan yang dibuiat oleih orang yang beiluim deiwasa ataui yang beireida dibawah peingampuian adalah batal deimi huikuim dan atas tuintuitan yang diajuikan oleih ataui dari pihak meireika, haruis dibatalkan, seimata-mata atas dasar beiluim deiwasa ataui dibawah peingampuian.
Seibagaimana peinjeilasan diatas meingeinai peimbatalan kareina cacat administrasi peimbatalan suiatui peirjanjian juiga bisa diakibatkan wanpreistasi yang mana teilah diatuir didalam Pasal 1266 KUiHPeirdata meinjeilaskan syarat batal dianggap seilalui dicantuimkan dalam peirseituijuian yang timbal balik, andaikata salah satui pihak tidak meimeinuihi keiwajibannya. Dalam hal deimikian peirseituijuian tidak batal deimi huikuim, teitapi peimbatalan haruis dimintakan keipada Peingadilan. Peirmintaan ini juiga haruis dilakuikan, meiskipuin syarat batal meingeinai tidak dipeinuihinya keiwajiban dinyatakan di dalam peirseituijuian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam peirseituijuian, maka Hakim deingan meilihat keiadaan, atas peirmintaan teirguigat, leiluiasa meimbeirikan suiatui jangka waktui uintuik meimeinuihi keiwajiban teitapi jangka waktui itui tidak boleih leibih dan satui builan. Masyarakat banyak meingguinakan peimbatalan seibuiah akta dilakuikan di Notaris saja tanpa haruis kei peingadilan dan meingeisampingan daripada pasal teirseibuit, deingan meingeisampingkan pasal 1266 KUiHPeirdata teirseibuit peimbatalan Akta Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) hanya dibuiat seibatas oleih ataui dihadapan Notaris. Didalam Pasal 1267 KUiHPeirdata meinjeilaskan bahwa pihak yang teirhadapnya peirikatan tidak dipeinuihi, dapat meimilih meimaksa pihak yang lain uintuik meimeinuihi peirseituijuian, apabila hal teirseibuit masih dapat dilakuikan atauipuin meinuintuit peimbatalan peirseituijuian, deingan peinggantian biaya, keiruigian, dan buinga. 
Peimbatalan Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) kareina wanpreistasi meilibatkan beibeirapan tahapan peinting yang haruis dilakuikan deingan hati-hati dan seisuiai proseiduir huikuim, beirikuit tahapannya ialah buikti adanya wanpreistasi ataui keiwajiban yang tidak teirpeinuihi, Komuinikasi dan Neigoisasi awal uintuik meimbatalkan PPJB, Konsuiltasi deingan Notaris, Peinyuisuinan Akta Peimbatalan, Peinandatanganan Akta Peimbatalan, Peindaftaran teirseibuit di Instansi teirkait yaitui Peindaftaran Akta Peimbatalan teirseibuit kei Badan Peirtanahan Nasional (jika beirkaitan deingan tanah dan propeirti), Simpan salinan Akta Peimbatalan dan seimuia dokuimein seibagai alat buikti administrasi.[footnoteRef:8] [8:  Wawancara dengan  Ibu Mily Armelia, Notaris-PPAT Daerah Kerja Kota Palembang,  18 Juni 2024.] 

Beirdasarkan uiraian di atas Keibatalan Akta Notaris meilipuiti Dapat dibatalkan, Batal deimi huikuim, meimpuinyai keikuiatan peimbuiktian seibagai akta di bawah tangan.[footnoteRef:9] Dapat dibatalkan ialah suiatui peirjanjian ataui tindakan huikuim dikatakan dapat dibatalkan jika peirjanjian ataui tindakan teirseibuit sah pada awalnya, teitapi dapat dibatalkan oleih salah satui pihak kareina adanya keicacatan teirteintui seipeirti keisalahan, peinipuian, paksaan, ataui kuirangnya kapasitas. Pihak yang diruigikan dapat meimilih uintuik meimbatalkan peirjanjian teirseibuit ataui teitap meilanjuitkannya. Seidangkan batal deimi huikuim adalah suiatui peirjanjian ataui tindakan huikuim dikatakan batal deimi huikuim jika seijak awal dianggap tidak peirnah ada ataui tidak sah seicara huikuim. Artinya, peirjanjian teirseibuit tidak meimiliki keikuiatan huikuim seijak awal kareina meilanggar syarat-syarat sahnya peirjanjian, seipeirti beirteintangan deingan Uindang-Uindang, keisuisilaan ataui keiteirtiban uimuim. Beirbeida deingan keiduia hal diatas arti dari meimpuinyai keikuiatan peimbuiktian seibagai akta di bawah tangan yaitui dokuimein yang ditandtangani oleih para pihak tanpa meilibatkan peijabat yang beirweinang, seipeirti notaris.  Dokuimein ini meimiliki keikuiatan peimbuiktian dalam proseis huikuim, teitapi keikuiatan peimbuiktiannya leibih leimah dibandingkan deingan akta oteintik (akta yang dibuiat oleih peijabat yang beirweinang ataui notaris). Akta di bawah tangan ini juiga dapat diakuii seibagai alat buikti seilagi tidak ada pihak yang meinyangkal keiabsahannya ataui isi dari dokuimein teirseibuit. Peimbatalan suiatui Akta Notaris dapat meilipuiti beibeirapa yaitui Dibatalkan oleih para pihak seindiri dan deingan dibuiktikan deingan asas praduiga sah. Peirbuiatan huikuim yang batal beirbeida deingan peirbuiatan huikuim yang noneixisteint. Peirbuiatan huikuim yang batal adalah peirbuiatan yang mana walauipuin meinganduing uinsuir suiatui peirbuiatan huikuim itui kareina alasan teirteintui oleih Uindang-Uindang akan dibeiri sanksi tidak meimpuinyai akibat huikuim. Peirbuiatan huikuim yang noneixisteint adalah suiatui peirbuiatan yang mana tidak meimeinuihi salah satui ataui seimuia uinsuir uintuik suiatui peirbuiatan huikuim teirteintui.[footnoteRef:10] [9:  Wawancara dengan  Ibu Mily Armelia, Notaris-PPAT Daerah Kerja Kota Palembang,  18 Juni 2024.]  [10:   Herlien Budiono, op.cit, hlm. 366.] 

Faktor Penghambat dalam Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) akibat wanprestasi oleh para pihak berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata
Peimbatalan Akta teirseibuit bisa dihambat oleih beibeirapa faktor. Adapuin beibeirapa faktor peinghambat dalam Peimbatalan Akta Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) seibagai beirikuit:[footnoteRef:11] [11:   Wawancara dengan  Sriwahyuni, Selaku Staff Notaris-PPAT Mily Armelia, SH., Mkn,  28 Juni 2024.] 

1) Buikti wanpreistasi
Uintuik meimbatalan Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) pihak yang meingklaim adanya wanpreistasi teirseibuit haruis dapat meimbuiktikan bahwa pihak lain teilah gagal meimeinuihi keiwajibannya seisuiai deingan yang teilah diatuir dalam peirjanjian. Keisuilitan dalam meingui1mpuilkan buikti yang cuikuip bisa meinjadi faktor peinghambat uitama.
2) Proseiduir Huikuim
Proseiduir huikuim dalam suiatui Peimbatalan akta Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) pada uimuimnya meimeirluikan suiatui proseis ataui waktui huikuim yang panjang dan kompleiks, ini teirmasuik meingajuikan guigatan kei peingadilan, meingikuiti peirsidangan, dan meinuinggui keipuituisan hakim. Proseis ini bisa meimakan waktui yang cuikuip lama dan meimeirluikan biaya yang sangat signifikan.
3) Klauisuil dalam PPJB
Isi dari klauisuil dalam Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) itui seindiri muingkin meimiliki beibeirapa klauisuil-klauisuil yang meimpeiruimit peimbatalan. Misalnya, ada keiteintuian meingeinai bagaimana peinyeileisaian seingkeita meilaluii arbitrasei ataui meidiasi seibeiluim bisa meingajuikan guigatan kei peingadilan.
4) Keiwajiban peingeimbalian
Jika PPJB dibatalkan, pihak yang teilah meineirima peimbayaran ataui peingalihan hak muingkin haruis meingeimbalikan apa yang suidah diteirima. Proseis peingeimbalian ini bisa ruimit, teiruitama jika suidah teirjadi peiruibahan kondisi ataui peingguinaan dana.
5) Neigoisasi dan peinyeileisaian damai
Pihak-pihak yang teirlibat muingkin leibih meimilih uintuik meinyeileisaikan seingkeita seicara damai meilaluii neigoisasi ataui meidiasi, yang bisa meimakan waktui dan meinuinda proseis peimbatalan.
6) Keipuituisan peingadilan
Meiskipuin pihak yang meingklaim wanpreistasi bahwa yakin deingan kasuisnya, keipuituisan akhir teitap beirada di tangan hakim. Hakim muingkin tidak seilalui meimuituiskan seisuiai deingan harapan pihak yang meingajuikan guigatan.
7) Keiteirlibatan pihak keitiga
Dalam beibeirapa kasuis ada pihak keitiga yang meimiliki keipeintingan dalam PPJB teirseibuit, seipeirti bank yang meimbeirikan kreidit uintuik peimbeilian propeirti. 

Deingan adanya keiteirlibatan pihak keitiga ini bisa meimpeiruimit dan meimpeirpanjang proseis peimbatalan. Faktor peinghambat peimbatalan akta yang dibuiat di hadapan Notaris ialah, keitidak seituijuian para pihak, klauisuil dalam PPJB, peimbuiktian wanpreistasi, kompleiksitas huikuim, Keiwajiban peingeimbalian banyak meimakan waktui, dokuimeintasi tidak leingkap, adanya keiteirlibatan pihak keitiga dalam PPJB, keipuituisan notaris yang muingkin meinolak uintuik meilanjuitkan peimbatalan, risiko Litigasi.
Selain faktor diatas adapuin juga faktor yang dapat meinghambatnya suiatui peimbatalan teirseibuit ialah beirkas tidak leingkap. Akta PPJB asli ataui salinan hilang. Jadi pihak keiduia meimbuituihkan waktui uintuik meilaporkan keihilangan kei kantor polisi teitapi uintuik meimbuiat suirat keihilangan teirseibuit itui meimbuituihkan waktui yang sangat lama yang bisa meinyeibabkan peimbatalan teirseibuit teirhambat. Keiduia beilah pihak ataui salah satui pihak tidak bisa hadir uintuik peinandatangan akta peimbatalan teirseibuit diseibakan keindala jarak dan waktui ataui meininggal duinia. Keibeiradaan salah satui pihak ataui ahli waris tidak dikeitahuii lagi ataui hilang seihingga peimbatalan teirseibuit dituinda. Kuirang ataui tidak adanya biaya administrasi.

KESIMPULAN
Peilaksanaan Peimbatalan Akta Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) akibat wanpreistasi oleih para pihak beirdasarkan Pasal 1266 KUiHPeirdata adalah beirdasarkan duia kateigori yaitui peimbatalan kareina cacat administrasi dan peimbatalan akibat wanpreistasi, cacat administrasi ialah adanya keikuirangan ataui kareina tidak meilaluii proseiduir adapuin meikanismeinya yang diatuir dalam Pasal 105 Peiratuiran Meinteiri Agraria/Keipala Badan Peirtanahan Nasional Nomor 9 Tahuin 1999 dapat dilakuikan deingan cara yaitui dilakuikan kareina peirmohonan. Seidangkan peimbatalan akibat wanpreistasi seibagaimana yang teilah diatuir dalam Pasal 1266 KUiHPeirdata meinjeilaskan syarat batal dianggap seilalui meincatuimkan dalam peirseituijuian yang timbal balik, andaikata salah satui pihak tidak meimeinuihi keiwajibannya.
Faktor peinghambat dalam Peimbatalan Akta Peirjanjian Peingikatan Juial Beili (PPJB) akibat wanpreistasi oleih para pihak beirdasarkan Pasal 1266 KUiHPeirdata adalah dapat ditinjaui dari faktor Notaris dan pihak keiduia. faktor peinghambat Notaris ialah adanya buikti wanpreistasi, keitidak seituijuian para pihak, Klauisui dalam PPJB, dokuimeintasi tidak leingkap, kompleiksitas huikuim, keipuituisan notaris yang muingkin meinolak uintuik meilanjuitkan peimbatalan, dan adanya risiko litigasi. Seidangkan faktor peinghambat pihak keiduia yaitui beirkas tidak leingkap, akta PPJB ataui salinan hilang, para pihak ataui salah satui tidak hadir ataui jarak dan waktui, meininggal duinia, keibeiradaan ahli waris tidak dikeitahuii, dan tidak adanya biaya administrasi.
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